ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Kewajiban Pemerintah dalam Pencegahan
dan Penanggulangan Limbah Minyak di Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2014 dan Hukum Islam” ini ditulis oleh Sefia Naning Yesitasari,
NIM 1860103222131, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam
Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2026, dibimbing oleh Muhammad
Amiril A’la, M.H.

Kata kunci: Kewajiban Pemerintah, Limbah Minyak di Laut, Peraturan
Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, Subjek Hukum Internasional,
hukum islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencemaran laut akibat limbah
minyak. Pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pencegahan dan
penanggulangan pencemaran laut sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3). Selain itu, dalam perspektif Hukum Islam,
menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan bagian dari tanggung
jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk mewujudkan kemaslahatan
umum (maslahah mursalah) dan mencegah kerusakan lingkungan
(mafsadah).

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kewajiban pemerintah
dalam pencegahan dan penanggulangan limbah minyak di laut berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, 2. ) bagaimana perbedaan
terminologi subjek hukum internasional yang diimplikasi pada mandat
penanggulangan pembuangan limbah minyak dari pelanggar masyarakat
asing. 3).Bagaimana kewajiban pemerintah dalam pencegahan dan
penanggulangan limbah minyak di laut dalam perspektif hukum islam.
Tujuan penelitian ini Adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis
kewajiban pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan limbah
minyak di laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.
2) bagaimana perbedaan terminologi subjek hukum internasional yang
diimplikasi pada mandat penanggulangan pembuangan limbah minyak dari
pelanggar masyarakat asing. 3)Untuk mengetahui dan menganalisis
kewajiban pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan limbah
minyak di laut dalam perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian kepustakaan (/ibrary research) dengan
pendekatan yuridis normatif-komparatif. Sumber data yang digunakan
terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Al-
Qur’an, dan hadis, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan
hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptit-
analisis dan komparatif.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pemerintah memiliki
kewajiban dalam pencegahan dan penanggulangan limbah minyak di laut
melalui pengawasan, pengelolaan limbah B3, penegakan hukum, dan
pemulihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2014. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi
kendala berupa lemahnya pengawasan dan belum optimalnya penegakan
hukum.2) perbedaan terminologi subjek hukum internasional berimplikasi
pada pembagian mandat penanggulangan pencemaran limbah minyak, di
mana negara sebagai subjek hukum utama dapat berkedudukan sebagai
negara pantai, negara bendera, dan negara pelabuhan, sedangkan organisasi
internasional berperan normatif, dan individu asing menjadi pelaku
pencemar yang dapat dimintai pertanggungjawaban. 3). Dalam perspektif
Hukum Islam, kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab
pemerintah untuk menjaga kemaslahatan umum (maslahah mursalah),
mencegah kerusakan lingkungan (mafsadah), serta melindungi hak
masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Xxiil



ABSTRACT

The thesis with the title "Judicial Analysis of Government Obligations in
Preventing and Handling Oil Waste at Sea Based on Government Regulation
Number 101 of 2014 and Islamic Law" was written by Sefia Naning Yesitasari,
NIM 1860103222131, Constitutional Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah
State Islamic University Tulungagung 2026, supervised by Muhammad Amiril
A'la, M.H.

Keywords: Government Obligations, Oil Waste at Sea, Government Regulation
Number 101 of 2014, international Legal Subject, Islamic law

This research is motivated by marine pollution due to oil waste which
causes damage to marine ecosystems, disrupts the lives of coastal communities, and
threatens environmental sustainability. This problem shows the importance of the
government's role in preventing and controlling marine pollution as regulated in
Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of
Hazardous and Toxic Waste (B3). Apart from that, from the perspective of Islamic
law, protecting and preserving the environment is part of human responsibility as
caliphs on earth to realize public benefit (maslahah murlah) and prevent
environmental damage (mafsadah).

The focus of this research is: 1) What are the government's obligations in
preventing and handling oil waste at sea based on Government Regulation Number
101 of 2014, 2) how the differences in the terminology of international legal
subjects are implied in the mandate to handle oil waste disposal from violators of
foreign communities. 3) What are the government's obligations in preventing and
handling oil waste at sea from an Islamic legal perspective. The objectives of this
research are: 1) To determine and analyze the government's obligations in
preventing and handling oil waste at sea based on Government Regulation Number
101 of 2014. 2) how the differences in the terminology of international legal
subjects are implied in the mandate to handle oil waste disposal from violators of
foreign communities. 3) To determine and analyze the government's obligations in
preventing and handling oil waste at sea from an Islamic legal perspective. The
research method used was library research with a normative-comparative juridical
approach. The data sources used consisted of primary legal materials in the form of
laws and regulations, the Qur'an, and Hadith, as well as secondary legal materials
in the form of books, journals, and previous research results. Data collection
techniques were conducted through literature studies, while data analysis used
descriptive-analytical and comparative methods.

The results of the study indicate that: 1) the government has an obligation
to prevent and address oil spills at sea through supervision, B3 waste management,
law enforcement, and environmental restoration, as stipulated in Government
Regulation Number 101 of 2014. However, its implementation still faces obstacles
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in the form of weak supervision and suboptimal law enforcement. 2) Differences in
the terminology of international legal subjects have implications for the division of
mandates for addressing oil spill pollution, where the state as the primary legal
subject can be a coastal state, a flag state, or a port state, while international
organizations play a normative role, and foreign individuals or corporations are the
polluters who can be held accountable. 3). From the perspective of Islamic law, this
obligation is a form of government responsibility to safeguard the public benefit
(maslahah murlahah), prevent environmental damage (mafsadah), and protect the
community's right to a good and healthy living environment.
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